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Kekayaan alam Indonesia yang berupa hutan merupakan sumber devisa dan 
penyangga lingkungan bagi kesejahteraan umat manusia baik secara nasional, 
regional maupun global. Oleh karena itu terdapat kebijakan Pemerintah dalam 
pendayagunaan hutan dengan membagi hutan berdasarkan fungsinya menjadi 
tiga yaitu Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi (HK), 
dimana HP untuk memproduksi hasil hutan, HL untuk perlindungan sistem 
penyangga kehidupan yaitu mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah, HK untuk 
pengawetan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya (Suhendang, E. 2002). 

Pengelolaan hutan produksi di Indonesia sudah lama berlangsung yaitu sejak UU 
No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan dan UU No. 1 tahun 1967 dan 
UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 
Modal Dalam Negeri (PMDN) diterbitkan. 

Landasan hukum bagi pelaksanaan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil 
hutan dalam pemaniaatan hutan dapat dilaksanakan secara maksimal dan lestari 
adaiah Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan 
Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Kemudian diperkuat dengan PP No. 18 
tahun 1975, untuk mengatur kawasan hutan alam produksi dengan komposisi 
jenis yang beragam diperlukan teknik dan sistem silvikultur yang sesuai. 

Sejalan dengan tejadinya reformasi di segala bidang, muiai muncul desakan 
untuk lebih mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan 
rnasyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada khususnya, antara lain rnelalui 
peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah pada usaha kehutanan. 
Sementara itu muncul kesadaran bahwa PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak 
Pengusahaan Mutan dan Hak Pemungutan Masil Xutan jo. PP No. 18 Tahun 1975 
dan PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri 
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kehutanan. 
Menyikapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan PP. No. 6 Tahun 1999 tentang 
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, yang 
sekaiigus mencabut PP No. 21 Tahun 1970 jo No. 18 tahun 1975 dan PP No.7 
tahun 1990. 

PP No. 6 Tahun 1999 sudah rnulai mengarah pada pengelolaan hutan produksi 
secara lestari. Hal ini dapat dilihat pada penetapan tujuan pengusahaan hutan 
dan pemungutan hasil hutan (pasal 3) yaitu mewujudkan keberadaan 










































